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BAB V 

KESIMPULAN 

 

1. Dapat disimpulkan bahwasanya didalam putusan Nomor : 569/pid/2019/sby 

yang dimana terjadi sebuah perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi 

di jln bongangin surbaya, terdakwa yang berprofesi sebagai ojek online (ojol) 

didakwa dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Terdakwa mendapatkan 3 bulan penjara 

dan jika terjadinya kecelakaan lalu lintas dan adanya perdamaian antara korban 

dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas seperti dalam kasus diatas 

bisa  dikenal dengan restorative justice system. Konsep restorative justice 

system yang paling sederhana adalah pemaafan oleh korban terhadap terdakwa 

yang dikenal juga dengan sebutan reparasi yang dimana dalam kasus putusan 

Nomor : 569/pid/2019/sby sudah adanya permintaan maaf yang terjadi pada 

saat setelah kecelakaan sehingga dalam kontek restorative justice system dalam 

putusan Nomor : 569/pid/2019/sby sudah terlaksananya konsep restorative 

justice system yang paling sederhana. Didalam kasus ini sudah adanya 

restorative justice system yang dimana perdamaian dari sebuah kasus pidana 

yang terjadi karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Surabaya dan 

terdakwa, saksi dan juga korban sudah melakukan penyelesaian perkara pidana 

dengan cara kekeluargaan dan adanya peryataan damai yang tertulis dan ditanda 

tangani oleh ketiga belah pihak dengan itu kasus pidana kecelakaan lalu lintas 



65 
 

berhenti karena sudah adanya surat damai dan santunan kepada korban namun 

didalam kasus ini maju sampai pengadilan karena adanya pengajuan asuransi 

yang diajukan oleh keluarga korban sehingga kasus tetap berlanjut dan 

berproses sampai dimana terdakwa dengan melakukan banding yang awalnya 

terdakwa dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang 22 tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun pasal tersebut tidak benar yang dimana 

kesaksian dari anak korban bahwasanya korban meninggal 3 (tiga) bulan 

setelah kecelakaan dan meninggal bukan karena kecelakaan namun karena 

shock sehingga korban meninggal dunia dan akhirnya terdakwa dikenakan 

Pasal 310 ayat (3) undang-undang 22 tahun 2009 (LLAJ) yang dimana dalam 

pasal tersebut menyebutkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban 

luka berat sehingga terdakwa mendapatkan kurungan penjara selama 3 bulan , 

seharusnya yang terjadi adalah tidak berlanjutnya peradilan bagi terdakwa 

karena adanya perdamaian yang dilakukan dan sudah adanya pemberian 

santunan . 

2. Pertimbangan hukum bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi 

memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan putusan 

pengadilan negeri surabaya tanggal 20 maret 2019, nomor 3375/pid.b/2018/pn 

sby, memori banding, berita acara pemeriksaan, suratsurat dan saksi-saksi, serta 

barang bukti, maka majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa 

pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama, bahwa terdakwa 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, sudah tepat 

dan benar, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur unsur 

dari tindak pidana tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih 

dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi dalam 

memutus perkara ini pada tingkat banding. Didalam kasus ini tidak seharusnya 

maju kedalam meja persidangan yang dimana didalam kasus ini tidak 

sepenuhnya kesalahan terhadap terdakwa melainkan menurut saya dari 

saksipun melakukan kesalahan atau kelalaian dengan cara membawa motor 

dengan kecepatan tinggi sehingga terjadinya kecelakaan, diakrenakan korban 

mengalami luka luka dan juga terdakwa mengalami patah tulang, luka luka dan 

juga kerusakan terhadap kendaraan bermotornya sehingga dalam kecelakaan ini 

tidak sepenuhnya kesalahan milik terdakwa,dan juga didalam kasus ini sudah 

adanya perdamaian antara para piahk sehingga menurut saya dalam kasus ini 

tidak seharusnya maju dan terdakwa mendapatkan hukuman 3 bulan penjara . 
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